| :Pamungkasﬁyudhanmg Dewanm RE e

R ”I hopefuﬁy that we aitogether could assess
human wghts not as Asmn ne:i'her do as
European, butas a part of human bemgs

- _Mzz;’mtbzr Mobammad -

Latar Bélakang | _

elrmg dengan ber)alannya.
'berbagax proses advokasi

: terhadap HAM baik seca-

ra internasional arau pun lokal,

perdebatan mengenai apa sebenar-
nya HAM itu sendiri masih te-
rus bergulir. Memang hal-hal yang
mencakup HAM bisa dikatakan

sangat luas dan bukan menjanjikan sebu-
ah pengertian yang jelas dan statis. Namun
demikian, sefidaknya berbagai landasan
dasar perumusan konsep HAM telah sa-
ngat jelas dan spesiﬁk. Sebut saja UDHR
(Universal Declarazion of Human Righis)
dan berbagai konvenan lainnya yang lahir
secara internasional sekiranya cukup men-




pertanyakan lagi 'eks1stens dan ke
B .-berhasﬁannya Ratusan organisasi non-

. pemerintah (NGOS)_teiah_ ahir dan
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berkomitmen untuk membela hak
asasi. Berbagai badan internasional
juga telah lahir dari sini. Organisasi
internasional yang telah dibentuk oleh
PBB juga tidak henti-hentinya terus
melakukan proses advancement baik
secara struktural atau pun organi-
sasional. Namun demikian kesemua-
nya itu ternyara ridak menghentikan
perdebaran bangsa—bangsa dan masya-

rakat (Crvil Saczety) mengenai konsep

dasar dan landasan ﬁlosoﬁs penegak— _

an HAM itu sendiri.

Beberapa kalangan menilai bahwa
terjadi  ketidakadilan penegakan
HAM yang berawal dari kegagalan
konseprualisasi dari HAM. Dominasi
Barat atas HAM juga bukan meru-
pakan suatu fenomena yang aneh di
dunia ini. Bahkan hingga saat ini,
perdebartan tersebut menjurus pada
dikotomi perumusan HAM secara
Barat atau non-Barat. JUST (Just
World Trust) pada bulan Desember

- dlhadln oleh aktivzs dan pem.belaﬁ

HAM dari 60 negara diseienggara-'
kan untuk mengkridist dan melaku-

kan rekonstruksi atas. makna H_A_M '

_Pertemuan ini bisa dikatakan mem?

buka gerbang wacana yang lebih luas
lagi bagi HAM.

Makalah ini membuka diskursus
antara HAM yang telah didominasi
oleh Barat, serta parsialiras penerap-

‘annya secara Barat. Fokus akan di-

titikbefatkan pada ketidakseimbangan

_ p_e:}uz__lr_lgar___l ~hak-hak ekonomi, sosi-

al, dan budaya sebagai salah satu lan-

dasan dalam konsep HAM yang awal.

Argumen utama yang ingin diajukan
dalam makalah ini adalah bahwa pro-
ses konseptualisasi HAM saat ini telah
mengalami kemunduran perihal hak
asasi yang diadopst di dalamnya ku-
rang memperhatikan penegakan ter-
hadap hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya (ckonomi, sosial, dan buda-
ya) dan cenderung menitikberatkan

pada hak-hak sipil dan polirik (sipil-
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- ::poimi{) @1@%1 karc:na it pcrtanyaan

yang: akan’ dzajukan dalam makalah_
o nd adalah Bamzmana Eonsep pene-
o ga.%an ITMM teiab dzdomznasz a[eb_
: '"?Apa yszszg men]zzdz ]mmﬁkgm .

_Kerangka K@nsep

.Untuk membantu memahamJ. pem-
bahasan dalam makalah ini, konsep
pertama yang akan diangkar berang-
kar dari dinamika rerminologi Hak
Asasi Manusia yang saat ini berkem-
bang dengan luas dan oleh para aka-
demisi kontemporer dibagi menjadi
dua terma: Barat dan non-Barat. Barat
menekankan konsepnya dalam sebu-
ah landasan universalisme. Artinya
Hak Asasi - Manusia dipandang seba-
gai‘suatu yang sama halnya keduduk-
annya. Manusia adalah suatu human
beings. Oleh karena itu semua ma-
nusia di mana pun berada akan di-
pandang sama dalam memperoleh
hak-hak asasinya. Karena pandangan-
nya yang terpaku pada universalisme,
konsep yang berkembang dari Barat
ini menepis berkembangnya konsep

non-Barat terhadap HAM.

Konsep HAM versi non-Barat sangat

~bervariasi.. Konsep tersebut dapat

berasal dari kelompok-kelompok bu-
daya. Karena banyaknya konsep yang -

}bé'rkembang mengenai HAM; maka

menurut Jack Donnelly dinamika ini N _

-'-dllxhat sebagai- Relativisme Kultural

: (.Cz_z_lt_"unz[ Relativisin).. Reiatlvls_me”-: o

| "'Kultural adalah suatu konsepsi yang

~ digunakan untuk memahami meng- :
apa banyak berkembang konsepsi

HAM di dunia. Donnelly dalam bu-
kunya Universal Human Rights: In
Theory and Practice, 2003, memberi-
kan gambaran yang cukup ekstrim
mengenai relativisme kulrural. Ia be-
rangkat dari konsepsi non-Barat me-
ngenai HAM. Menurutnya konsepsi
rersebut berkembang karena adanya
perbedaan budaya dalam setiap ke-
fompok individu. Dan untuk setiap
budaya atau kultur yang berbeda-beda,
dianggap akan memunculkan suaru
konsep yang berbeda-beda pula. Di
sinilah konsep-konsep yang berkem-
bang selain di Barat dianggap tidak
universal dan tidak mewakili adanya
manusia sebagal human beings.

dikenal

berbagai konsep yang mana salah satu

Dalam perkembangannya,

di antaranya adaleh Asian Values. Asian
Vialues merupakan suatu kelompok
konseptor HAM yang dianggap non-
Barat. Asian Values terdiri dari ba-




ol "-nyak uﬁsur, yang mana unsur-unsur

*tersebut bersumber dari kebudayaan—
'_ 'kebudayaan Asia: Dari unsur-unsur

~yang Fefkanduﬂg dl dalam Asian Val-

" ues ini, _konseps: mengenai HAM

o _ﬁ-dnnterpreta&kan dalam: konteks (ru-
- .ang cian Waktu) yang berbeda—beda

-'Ker_nudlan 'konsep bcnkutnya. cham-
bil.dari’ hukum “internasional yang
kemudian terwujud dalam Unzversal
Declaration of Fluman Rights, Inter-
national-Convenant-on Civil and Po-
litical . Rights, dan - International
Convenant on Economy, Social, and
Cultural Righss. Bahwa terjadi inkor-
porasi regulasi dalam sistern negara
terhadap hukum (kebiasaan) interna-
sional ini. -

Konsep berikutnya adalah mengenai
sistem regulasi keuangan dan perda-
gangan Internasional. Sistern ini per-
tama kali dikenalkan pada pasca-Pe-
rang Dunia ke-2 yang mana dam-
paknya menimbulkan krisis ekono-
mi Eropa yang sangat buruk. Oleh
karena itu disepakati dibentuknya
organisasi dan rezim internasional
untuk melakukan sistem regulasi ter-
hadap peredaran uang dan barang di
dunia. Institusi keuangan internasional
(IFIs) ini kemudian dikenal sebagai
The Bretion Woods Systemn. Namun
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demikian, dalam menjai;mkan mi-
sinya ternyata institusi-institusi ini
‘justrumendatangkan musibah  bagi
‘negara- n'ega'ré'di kawasan 'Seiata{ﬁ
S.Sistemnya yang. mcmperiakukan sama
‘negara~negara . di- dunia mengakibat— |
" kan kesenjangan antara negara kaya

dan ‘negara miskin semakin merun-
cing. Kemiskinan pun menjadi ujung
dari premis-premis radi. Perlakuan
tidak adil yang diberikan oleh IFIs
ditengarai juga menjadi salah satu

modus pelanggaran HAM.

Sejarah Labirnya HAM dan -

Landasan Dasar

Kerika Berbicara mengenai landasan
dasar penegakan HAM, tentunya
pijakan fundamentalnya adalah nilai-
nilai atau pun kesepakatan yang ber-
sifar Internasional. Artinya ada value
yang telah disepakati secara interna-
sional dalam rangka menegakkan
HAM. Nilai ini terejawantahkan da-
lam berbagai mekanisme yang terda-
pat dalam hukum internasional. Pada
saat pertama kali, sebelum dibentuk-
nya Komisi HAM secara resmi seba-
gal organisasi pertama yang berwe-
nang penuh untuk melakukan koor-
dinasi terhadap penegakan HAM,
PBB membentuk sebuah badan per-
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szapan s_husuc untuk menentukan

;ai«:h':"nya menghasﬂkan hma pr1n51p

BN Erzg,%.r,s yang berska_la mternasmnal (2)
'_'.Iormuiaﬂ untuk rekomendam atas

: -adanya semacam deldarasi internasio-
nal atau Lonvenm terhadap masalah-
-masalah semacam “kebebasan sipil,
-status perempuan arau kebebasan
informasi; (3) perlindungan terhadap
minoritas; (4) pencegahan diskrimi-
nasi dalam hal-hal ras, jenis kelamin,
bahasa; dan agamaj yang terakhir (5)
seluruh ‘permasalahan tentang HAM
mungkin ‘saja‘ mengakibatkan keru-
sakan: terhadap kesejahteraan umum
atau perusakan terhadap hubungan
baik di antara negara-negara yang ada.

Dari badan persiapan inilah kemu-

dian, pada tahun 1946, UNCHR

1 Michael Walzer, United Nations Commis-
sion on Human Rights, (Harvard World-
mun, Belo Horizonte, 2002). Him. 1.
Diakses dari situs hup/fwww.oworldmun,
org/2005/archives/02/unchr.pdf#search=
Thuman®20rights%20councitunired %20

nations’, pada hari Selasa, 31 Oktober
2006, pukul 19.51 WIB.

di-dalamnya.?

et

o 3 :lahir, .cian dua tahun benkumya me- o
5 _ﬁ'_'_'-..'_-_'._:groundwarle bagl UNCHR (Umz‘ed '
ions 'jrwmzl bl 0f rights yang: hmgga saat.
o ;'-Rngfa“)_-- Badan persmpan tersebut._.__.ﬁim dlkenal sebaga1 UDHR (Univer- .
sal Declzzm.tzmz of Hmmm Rngts)."
E_tahun 1948 Deklaram tersebut term;_::_-__":""'_ :

ﬁchri darl 30 pasal yang: menguman—

reka mendekiaxaﬁkan suatu interna-

' dangkan seruan agar: rakyat mengga- .

laklkan ._d_angmc_i_ijaﬁiin;peﬁgakuaﬁyaﬂg e
efekeif dan penghormatan: tethadap
‘hak-hak asasi manusia dan kebebas-

anv'kebebaéén”yang telah ditetapkan
Diantara 30 pasal
tersebut, ‘pasal 3 hingga pasal 21
menempatkan hak-hak sipil-politik
yang menjadi hak semua orang. Dan
pasal 22 hingga 27 berisikan hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya. Hak
tersebut di antaranya adalah hak atas
jaminan sosial, hak untuk bekerja,
hak ‘untuk -membentuk dan berga-
bung pada serikat-serikat buruh, hak
atas istirahat dan waktu senggang,
hak atas standar hidup yang panrtas
di'bidang kesehatan dan kesejahtera-
an, hak atas pendidikan, dan hak
untuk berpartisipasi dalam kebuda-
yaan masyarakat.’

2 Dr. Boer Mauna, Hubum Internasional:
Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam
Era Dinamika Global, (Bandung: PT.
Alumni, 2000), hlm. 601.

3 Jbid., hlm. 602.




 Unsuryang kedua adalsh instrumen-

~instrumen ‘yuridis HAM. Instrumen

-~ ini diterima oleh rnajehs umum PBB

: ..._pada 16 Dcsember 1966 Dua i ins-

~trumen yur;dls utama:ini terdiri dari

..:ICCPR (Intematzondl Convenaﬂt on.
szz[ and Political Rzg/yts) dan .

' 'ICESCR (Irztem::ztzomz[ Convenant on
Economic, Social, and Cultural Rights).
ICESCR ‘sendiri*baru melahirkan
sebuah perjanjian internasional yang
resmi sejak 3 Januari 1976 dan meng-
upayakan untuk dilindunginya tiga
karegori hak.4 Yakni hak untuk be-
kerja dalam kondisi yang adil dan
menguntungkan; hak atas perlindung-
an sosial, standar hidup yang pantas,
standar kesejahteraan fisik dan men-
tal rertinggi yang bisa dicapai; dan
hak aras pendidikan dan hak untuk
menikmati manfaat kebebasan kebu-
dayaan dan ilmu pengetahuan. Hingga
kemudian, perjanjian internasional ini
melahirkan komite hak-hak ekono-
mi, sosial, dan budaya yang bertang-
gungjawab secara langsung kepada
Dewan Ekonomi, Sosial, dan Buda-
ya PBB. Dari ketiga landasan utama
tadi, setidaknya 80 konvensi lainnya
yang concern terhadap persoalan

HAM rterlahir.

4 Jhid., him. GO3.
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Landasan berikutnya adalah apa yang

Presiden Roosevelt deklarasikan Pada

6 Januari 1941 mengenai empat ke-
bebasan (e Jour freedom). Pertama s
adalah kebebasan berbicara dan me-.

nyatakan pendapat, kedua, kebebas—

an memeluk agama; ket;ga, kebebas- '
an da.n_kexmslﬂnan, dalam artian set_iz_zp'
bangsa ‘berusaha ‘mencapai tingkar

kehidupan vang damai dan sejahtera
bagi ‘penduduknya; keempat, kebe-
basan dari ketakuran. Empat kebe-
basan yang terkandung dalam prinsip-
prinsip  yang dikemukakan .oleh
Roosevelt ini cukup mampu menjadi
dasar yang universal. Keempatnya telah
mencakup apa yang kemudian dise-
pakati dalam tiga landasan dasar urama
pada tahun 1948 dan tahun 1966,
seperti yang telah dikemukakan pada
bagian sebelumnya, yakni hak-hak
individu (hak sipil dan politik) serta
hak-hak kolekrif (hak ekonomi, so-
sial, dan budaya).

Parsialitas Konsep

Dalam proses perjalanannya prinsip-
prinsip dasar yang terkandung dalam

> A. Ubaidillah, dkk., Peadidikan Kewar-
gaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakar
Madani, {Jakarta; 1AIN Jakarta Press,
2000}, him. 209-210.
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S pembeiaan terhadap HAM seperti'__
. fyang:_dgeiaskan scbeiumﬂya tidak
sepenﬁhﬂ}ra dijadikan scbagal SpITit.
_ uutuk membangun kesepakatan me-

_nﬁenai konsep HAM. Akibatnya

__kuat emahnya dan bagaimana pro-

' tergantung pada konsep mana yang'

berhasil dikembangkan. Instrumen
konsep"uai ini akan menjadi alat yang
berpengaruh pada_ treatment. dalam
mf_:ngn_ga.ﬁi proses pelanggaran HAM.

Mahathir Mohammad sesekali melon-
tarkan kritik terhadap PBB, pasaloya
institusi -dnilah yang ‘mulai men-
dengunglkan wacana HAM. Dengan
slogannya yang universal, PBB me-
ngeluarkan berbagai konsep yang sa-
ngat ironis terhadap apa yang mere-
ka selalu utarakan sebagai tiga lan-
dasan dasar penegakan HAM. Tidak
larna setelah Perang Dunia ke-2, PBB
yang terlahir dari rahim Barat men-
deklarasikan apa yang mereka sebut
sebagai hak-hak dasar individu me-
lalui UDHR. Namun demikian sa-
ngat disayangkan bahwa dalam de-
klarasinya, tidak ada satu pun pihak
yang pernah mengingatkan bagaima-
na peristiwa di Hiroshima dan Na-
gasaki menghancurkan puluban ribu
hak individu manusia-manusia di
Jepang. Dengan mengabaikan kenge-

1 ksanaan penegakan HAM.

6

rian yang ditimbulkannya di kedua

tempét tersebut, mereka dengan, bangé:____f -
ganya mengungkapkan versi merek_g'_' '

terhadap HAM. yaﬂg umversal 6.

: Pendekatan se}arah memang tldakg';:_:_.i_.i‘.

;_dapat membcbaskan Barat dari sega- -~
la catatan buruk terhadap pelanggar-

an . HAM selama mereka turun da-
lam berbagai upaya pembelaan HAM,
Beberapa contoh dapat dilihat keti-
ka Israel menginvasi Lebanon dengan
tujuan untuk memberantas PLO yang
sebelumnya sempat terbuang dari
Yordania. Pasukan UNIFIL yang di-
rurunkan hanya bertugas untuk mem-
bersihkan area Blue Line saja dari

kedua belah pihak yang bertikai.”

6 Mahatir Mohammad, “Kembalinya He-
gemoni Iru”, dalam Candra Muzaffar,

- Aet.al), Humans Wrong: Rekor Buruk Do-
minasi Barat atas Hak Asasi Manusia,
(Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm.
13.

Disarikan dari UN Security Council, Se-
curity Council Calls for End to Hostilities
Between Hezbollah, Israel, Unanimously
Adopting Resolution 1701 (2006): Perma-
nent Ceasefire to be Based on Creation of
Buffer Zone Free of Armed Personnel Other
Than UN, Lebanese Forces, (New York:
Department of Public Information-
UNSC, 2006). Diakses dari situs heep://
www.un.org/News/Press/docs/2006/
s¢8808.doc.htm, pada hari Sabtu, 5 Mei
2007, pukul 00.46 WIB.




ks

- Padahal penyerangan tanpa ampun ini
- ménewaskan lebih’ dari 20.000 war-
.'ga Lebanon Kcnyataannya lebih dari
90% yang terbunuh adalah orang-
_'orang sipil.® Anehnya hal ini ridak

' 'memunculkan kecaman sechkn: -pun

R terhadap Pemermtah Israel Insiden

lamnya adalah’ pembantman besar-
besaran’ terhadap lebih*dari 200.000
warga sipil Trak dalam wakeu 43 hari
pengeboman oleh pasukan Amerika
Serikat pada tahun 1991, serta sanks
embargo perdagangan yang telah dan
sedang membunuh ribuan bayi di
Irak.?Tidak pernah ada yang berani
menyinggung hal ini. Amerika Seri-
kat sendiri tidak pernah mengakui
dirinya melakukan pelanggaran HAM
berat di kawasan Timur-Tengah. Prak-
tik-prakeik yang selama ini mereka
lakukan hanya diklaim sebagai maili-
tary-misconducr bukan gross violation

of human_ rights.1®

5 Fan Yew Teng, “Kcjahatan Aras Kemanu-

siaan: Rapor Merah Barat Tentang 'Hak
Asast Manusia’ “, dalam Candra Muzaffar,
(et.al.), Op.Cir, him. 88.

3 Ibid.

' Wawancara pada hari Rabu 23 Mei 2007
dengan Guspiabri Sumowigeno, Direk-
tur Kajian Politik Centre of Indonesia
National Policy Studies (CINaPS), yang
mana pada saat yang sama giat dalam
mengamati masalah pelanggaran HAM
di Timor-Timur.
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Bahkan hmgga saat'ini, apabila klta;{'-
mehhat bagalmana pelaksanaan prin-

sip-prinsip tersebut di Rwanda, Ser- -
bia, dan Afghamsran tentu membu-

at masyarakat internasional ragu atas .
segala’ proposisi- Barat’ mengez}a_;}f
HAM. Apabila ditinjau dari sisi se-
jarah, Barat kental dengan tindakan-"
tindakan ‘ironis seperti perdagangan
budak, kolonialisme, penyiksaan (atas
dasar religius), rasisme, absolutisme,
kapitalisme yang ganas, perang:be-
sar, fasisme, dll.}! Dari sini sebenar-
nya pandangan Barat mengenai kon-
sep-konsep universal HAM telah me-
ngalami “persoalan historis’, yang
meskipun demikian landasan-landas-
an yang dibentuknya merupakan hal
yang belum tentu menyimpang (tlga
landasan dasar).!?

Mengapa Hak-Hak Ekonomi,
sosial, dan budaya
Dikesampingkan?

Sistem ekonomi yang tidak adil se-

olah menjadi justifikasi bagi dising-

" Jack Donnelly, Universal Human Righss:
In Theory and Practices, 2 o, (New
York: Cornell University Press, 2003),
him. 62.

2 Ihid.
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- klrka,nnya hakhak koleknf (ekono-
| i, sosial; dan budaya) dari wacana
- HAM dalam skala. mtemaswnal Kita

:_b1sa§; melihat bagazmana sistem glo-

bal 'ood:_:govemance yang:saat ini
banyak-_s,dwunakan di negara—nega:a

5 :duma keaga ternyata tidak . menda- ~ me . -
nuhan - hak-hak ‘mendasar bagi ma-

~ tangkan keuntungan bagi peningkat-
an kesejahteraan masyarakatnya. Un-
tuk ‘memperjelasnya, studi ini akan
ménelaah':berbégzj realita sosial dan
sistem: ketidakadllan giobal

Adanya dugaan mengenai diangkat-
nya konsep HAM ala Barat menjadi
semakin riil ketika kira melihat ke-
ridakadilan yang semakin menjadi di
dunia. Ditambahdengan kilasan ‘eko-
nomi global yang semakin memper-
lihatkan ketimpangan yang maha
dahsyat'di- dalamnya.: Kemiskinan
yang pasca-Perang ‘Dingin kembali
menjadi ‘salah satu concern utama
nampaknya belum mendatangkan
jalan keluar bagi pengentasannya.
Kemiskinan itu sendiri terdiri dari
berbagai determinan. Tidak merata-
nya distribusi pendapatan, tidak me-
ratanya distribusi aset, ridak seim-
bangnya kesempatan untuk bekerja,
ketidakadilan pelayanan dan manfaar
sosial, serta hak untuk memiliki ak-
ses terhadap distribusi politik, serta
akses terhadap informasi bisa men-

6.

jadi penyebab .utama--_kemiskinan.-1§ o

Tidak tersedianya berbagai akses un-
tuk memperoleh beberapa derermi- .

-nﬁ_n_ t«_::;s'cbut menjadi suatu fenome-
'.na:yang-_saﬁgat sering di era liberali-
sasi ekonomi, yang mana ide ini

menjadi stumbling block bagi peme-

syarakat sendiri. Sebuah standar ke-
hidupan yang layak, nutrisi dan pa-
ngan yang cukup, kepedulian terha-
dap keseharan dan pencapaian sosial
dan ekonomi lainnya bukan hanya
menjadi suatu tujuan dari pemba-
ngunan. Namun demikian hal-hal
tersebut adalah hak asasi manusia yang
secara inheren tertanam dalam kebe-

basan dan martabat sebagai manu-
1j1s: o

Kemiskinan tiada lain menjadi sebab
atas kelaparan, malnutrisi, penyakit-

13 A civil society Benchmark for the 5-year
Review of the Millennium Declaration,
hlm. 4, diakses dari situs huep://
www.socialwatch.org/en/nocicias/
documentos/Benchmark 2005 eng.pdf
pada hari Jumar, 8 Juni 2007 pukul 00.05
WiB.

UNDP, Rights Empowering People in the
Fight Against Poverty, hlm. 73, diakses dari
situs http://hdr.undp.org/reports/global/
2000/ en/pdf/hdr 2000 ché4.pdf pada
hari Jumar 8 Juni 2007, pukual 01.53
WIB.
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8 .. penyaklt semacam diare, infeksi | per~

- napasan, malana, dan kolera, yang
mana penyaklt tersebut akan muncul
g pada. daerah- -daerah yang ndak ter-

.':penuhl adanya saluran pembuangan

“kotoran, air-bersih; listrik, dan yang
---'lebih parah iagi kondisi tersebus
: menghambat natalitas‘dari suatu ko-
munitas. Menurut UNICEE, 10,5
juta:anak-anak di bawah usia 5 tahun
meninggal setiap tahunnya dari pe-
-nyaki_tepenyakit yang telah’ disebut-
kan di-atas. Artinya setiap harinya
ada 30,000 nyawa melayang (10 kali
korban tragedi “11/9”) akibar mua-
ra daripada kemiskinan itu sendiri.!?
Anak-anak yang hidup pada 20%
rumah tangga termiskin, riga kali
lebih besar kemungkinannya untuk
meninggal ketimbang 20% rumah
tangga terkaya pada saru negara.l®
Kondisi ini tentu harus segera dice-
gah. Korban yang berjatuhan jum-
lahnya semakin banyak dan dipasti-
kan melampaui korban pelirik dan
kekerasan, sebagaimana yang diper-

juangkan dalam hak-hak sipil-politik.

5 Susan E. Rice, Global Poverty, Weak States,
and Insecurity, (Brookings Global Eco-
nomic and Development), hlm. 2, diak-

ses dari situs hop:/ fwww.brookings.edu/

global/aspen/lrice.pdf, pada hari Ming-
gu 10 Juni 2007, pukul 14.58 WIB,

Y6 Jbid
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Dapat disimphlkénjbahvs}a penj}‘e'b:?ilﬁ
utama kemiskinan ini berpangkal dari
ketidakadilan sistem .ekonomi’"";d'a?h
perdagangan dunia, yang mana prin-
sip-prinsip :di dalamnya.telah ' (mau
tidak mau). harus diadopsi oleh ber-

’ baca_t negam—negam dl dunia dengan

kemampuan yang saling timpang.

Dengan demikian, negara yang lemah-
pun (Dunia Ketiga) tidak akan mam-
pu menyeimbangkan diri dalam rang-
ka menyelenggarakan kehidupan yang
berbasis kesejahteraan bagi warga
negaranya. '

Sistem Fkonomi dan

Perdagangan Global

Sistem ekonomi dan perdagangan
internasional tentunya tidak luput dari
beberapa institusi keuvangan interna-
sional (IFls) yang selama ini menja-
di tonggak urama untuk menentu-
kan regulasi-regulasi dan memberikan
berbagai nasihat kepada negara-negara
di dunia. Tentu saja keanggoraan
mercka juga terdiri dari negara-ne-
gara di dunia yang dalam hal ini se-
tiap negara mempunyal kapasitas
yang berbeda-beda unruk melakukan
pengaturan dalam organisasi tersebut.
Institusi ini pertama kali dibentuk
menyusul setelah terjadinya Grear
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‘ekonomi akibat Perang Duma ke-2
o 'membuknkan bahwa sistem sebeium—'

nya;. hberahsrne Kasik telah gagai

R Akhirnya sistem’ perdagangan inter-
"+ nasional (znfer—smte) r.hsepakau dengan e
"_-_-3-;‘:sebebas—bebasnya sesuai'dengan prin- £ & i
"Dan 31n1].ah kemudzan IFIS mulai
- terus’ berada di bawah bayang-bayang o

:"-"-51p se{f mtfrested Narnnn demxkjan,

setiap negara: berhak mengatur sega-
“la kondisi- _¢_kon_om1—mak_ro internal-
- :QY#.’-V-.*.

-IPIS pada mulanya berkonsentras1
'pada ‘proses rekonstruksi ‘ekonomi
~pasca ‘Perang Dunia ke-2 di Eropa.
Namun kemudian "berbagai usaha
“rekonstruksi yang didalangi ‘oleh
Amerika ‘Serikat (yang dikerahui se-
bagai-Marshall Plan) membayangi
kinerja institusi ini. Kemudian pada
akhir1940-an IFls mengalihkan mi-
sinya kepada negara-negara mantan
koloninya. Proses integrasi negara-
negara yang berpendapat kecil (LICs,
Low-Income Countries) yang hampir
semuanya berasal dari negara-negara
Selatan terhadap sistem pasar global
kapitalisme akhirnya menjadi tujuan
utama dari institusi ini.!8 Pada tahun

17 Disarikan dari David N. Balaam dan
Michael Veseth, Inroduction to Interna-
tional Political Economy, (New Jersey:
Prentice Hall, Inc., 1996), hlm. 49.

'-3Zua.ngan Yang diberl 1smlah SALS.-':'.
_"-'_.'(Stmctuml Az{]mtment Laam) yang_zf.._':
- menurut mereka" ‘dirujukan untuk'_._-__f".: -

mendukung reformass. ekonom1 19

.incg_ara—_negara Utara’ (dan juga Barar),
khususnya Amerika Serikat." Secara

organisasional, institusi-institusi ini

j juga'-tidak lepas dari kontrol negara-

negara tersebut, Sistem pengambilan
keputusan melalui voring di World
Bank dan IMF sebanyak lebih dari
40% ‘dikuasai oleh lima negara rak-
sasa utara (Amerika Serikat, Inggris,
Perancis, Jerman, dan ]epang).zo Sa-
yangnya negara-negara raksasa inilah
pihak yang setidaknya benar-benar
memiliki kapasitas untuk bersaing
secara internasional dalam segi per-

8 “Inrernational Financial Institutions”,
dalam Foreign Policy In Focus: Interbemi-
spheric Resources Center and Institute for
Policy Studies, (Vol. 1, No. 8), September
1996, hlm. 1, diakses dari situs hrrp://
www.fpif.org/pdf/vol 1 /08ififi.pdf pada
hari Minggu, 10 Juni 2007, pukul 15.58
V/1B.

19 1bid,
20 Thid,

. _'--DEP’”"S”W’ yang mana carut marut _-:'_;1970 an, Instltusz ini ;uga menge— Sl

"~ nalkan. meka_msmc peminjaman ke-




. __';.1_6;_8 -

' dagangan dan Kewangan dalam me-

S ;}kanzsme pasar Sekstar 70% dari sum-—l

- berilmu pengetahuan keterampﬂan,

- :__':permodaian, dan: pengeiolaan kebu-....
- tuhan pokok manusia’ sepera pangan
'energx, transport351 ~dan_pemasaran .
- dikuasai oleh negara Amenka Utara, y
-'_Z.:Masyarakat Ekonoml Eropa (di bar

. wah ]erman) serta. ]epaﬂg g Amerl
__ka Senkat sendin memiliki. kapasi-
~tas.yang -Sangag_._ ‘besar .dl_. ‘berbagai
~institusi ‘keuangan in_f_:emasio_nai.
World . Bank misalnya, '.sébanyak
17,4% suaranya telah dikuasai oleh
~Amerika Serikat. Untuk Insticusi yang
-lainnya berurutan adalah IME (20%),
IDB (34,7%), dan EBRD (10%).2
Namun demikian, sebenarnya peran
Amerika Serikat di berbagai. institu-
si-ind, té_rlepas dari kuota voting yang
diperoleh, tetap sangat dominan. Hal
ini disebabkan karena ridak ada ne-
gara kapitalis yang seakdf Amerika
Serikat dalam kegiatan strukrural dari
institusi-institust inl. Sebagai pemim-
pin bagi negara-negara kapitalis, Ame-
rika Sertkat mengatur segala arah

kebijakan Fis.23

21 Juwono Sudarsono, Politik, Ekonomi, dan
Straregi, (Jakarta: Gramedia, 1995), Hlm.
191-192.

22 “International Financial Insticutions”,
Loe. Cit., hlm. 1.
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| if'Mereka Juga membentuk SAPs (Smc—

Ctural Aabmtmmt ngmmmes) yang
;::.maﬂa ditu) ukan kepada negara peng-
fhutang untuk melakukaﬂ beberapa
‘nasehat’ kcbgakan sepem liberalisa-
st perdagan an, prwamsam, danf: de«
_.:reguias; Banyak negara, khususnya
~di Dunia Kenga yang tidak: dapat

menghmdar dari acuan. ini karena
absolute incapability yang akhl_rnya
mengatributkan vulnerbilizy. Langkah
ini secara efekdif diambil sebagai
kebijakan untuk mengikis peran sen-

tral negara dalam perdagangan inter-

nasional 24 Tujuan utama mereka juga
untuk membongkar sistem ekonomi
partikular yang kemudian diselaraskan
dengan ketergantungan terhadap pa-
sar, ekonomi yang berorientasi eks-
por, dan persaingan bebas terhadap
TNCs-dan negara-negara industri
maju.?’ Kesemuanya itu menurut
mereka dilakukan demi melakukan

23 Jbid, _
24 1. Wibowo, “Emoh Negara: Neolibe-

ralisme dan Kampanye anti-Negara”, da-
lam 1. Wibowo and Francis Wahono (ét.
al.), Neoliberalisme, (Yogyakarra: Cinde-
laras Pustaka Rakyar Cerdas, 2003), him.
283.

25 Jacques B. Gélinas, Juggernaut Politics:
Understanding Predatory Globalization,
(London: Zed Books Ltd., 2003), him,
63,
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. ":refoxmam ekonoml Namun sayanc'-_ '
" nya hal inivmenuai’ banyak keririk:

._Przvat;sasz, hberahsasa perdagangan

~.dan. mvesLam, pnom:as ekspor pro- ..
g -du.km, dan pmgram rencana pcnghe—:

: :.' 5 ;505131 _Yang mempakan agenda utamai oy
-'reforma31 ‘ekonomi “ini‘tidak dapat E

smmbang dengan muncdnya rakyat
miskin dan perluasan agenda korpo-
rasi unmk integrasi pasar,” 26 Atas SAPs
iniy'selamas tahun+1980-an" }umlah
orang miskin- menmgkat di- negam—
negara sedang berkembang juga di

Afrika relatif memngkat daiam total
penduduk?/'

Demikian halnya dengan WTO se-
bagai lanjutan dari rezim GATT yang
telah ‘menguat. Melalui organisasi
pefdagangan ini, ‘Barat telah mene-
kan' negara-negara” miskin untuk
menghilangkan berbagai ‘hambatan
perdagangan (trade barriers), pamun
juga sekaligus mempertahankan ham-
batan yang mereka miliki dan mela-

26 “International Financial Institutions”,

Loc.Cir., hlm. 2.

27 Martin Khor, “Dominasi Urara Terhadap
Perckonomian Global dan Beberapa Im-

plikasi Flak Asasi Manusia”, dalam Can-
dra Muzaffar, (et.al), Op.Ciz, hlm. 212,

“kan ekspor: ch bidang pertaman e
R Kesepakatan tentang ‘Hak Atas Ke—
kayaan . Intelekrual (HaKI) ]uga ba-
~nyak: mcrug1kan negara—negara ’Der—- -
_nmk' nggaran pelayanan"

grang negara mxskm un{uk melaku,._:_.: .

kembang.-Hak paten atas kemajuan:_ o
teknologl pada Indian. R_ICC Tectelah
dirampas oleh perusahaan Amerika"_'_.-
' Serikat pada‘tahun 1998."17 varie-

tas pad_l ‘telah --d_l’d_kui oleh -Amenka
Serikat di bawah Pioneer Hi-Bred
Company. Contoh lain‘adalah’kepe-
milikan: Jepang atas hak paten 13
varietas beras oleh Mitsui-Toatsu
Chemicals; 'péngakuan tumbuhan asli
Filipina; #lang-ilang, oleh perusahaan
Perancis Yves St. Laurent; klaim atas
daun Palem Gula asli Thailand, Plzo-
10i, oleh sebuah perusahaan kosmetik
Jepang, Sankyo; dan klaim Jepang atas
makanan asli ‘tradisional Indonesm,

tempe 2%

28 ]osep.h E. Suglisz, Globalization and Its
Disconrents, (London: Allen Lane, 2002),
hlm. 6.

%9 Ignatius Haryanto, “Copyleft... Copy-
wrong: Neoliberalisme dan Masalah
Copyright”, dalam 1. Wibowo and Fran-
cis Wahono (et. al.), Op.Cir, hlm. 162.




- Peh tik-

}usnﬁkasz Terhadav Penguamn
Pen.egakan Hak Sapli dg_n o

.Reguiaﬂ perekonomxan dan perda—_:

- gangan. seperti yang: teiah dikemitka:

o _i_k_ __d; atas tentunya mengak&badcan'

ketldakadilan daiam sistemnya. seni-
diri, tentunya sistem ekonomi dan
Péi'dag'angéﬁﬁyahg3mﬁn}faﬁgkﬁt nega-
ra-negara di dunia. Hal ini khusus-
nya terjadi pada_;hega:afnegara Dunia
Ke'ﬁga, _:a;tau_.: LICs, atau. nega_ra ‘ber-
kembang. Keadaan ini bukannya
sciﬁgkin__ memperbaiki kondisi kese-
jahteraan di negara berkembang, na-
mun.. justru. semakin memperburuk
keadaan. Kemiskinan semakin ridak
bisa dihindarkan. Dan sistem regula-
si_perdagangan ‘dan perekonomian
global yang dilandasi dengan prinsip-
prinsip liberalisme rerbukd tidak dapat
menyelesatkan persoalan kemiskinan
di negara-negara di Dunia Ketiga
(Selatan). Dan karenanya, sistem yang
tidak adil semacam ini justru akan
semakin menekan hak-hak hidup bagi
Jack

Donnelly juga membenarkan hal ini.

masyarakat yang miskin.
Pengorbanan hak-hak ekonomi dan
sosial kepada "pembangunan’ memang
menjadi hal utama bagi strategi pem-
bangunan ala kapitalisme dan suatu
bentuk orrodoksi baru yang dikem-

: JURNAL'CSICI Vo.!--;v'fMEH.UNI 200-Ne2y

bangkan oieh IMP dan msmusz ke—i"
- _uanoran mtemasmnal lmnnya yang telahj_.
S idikuasai oieh Barat 30 g

._Dampak daﬂ pasar terglobahsa51 akan'.---
'memproduhi scbuah ruang pohtik;_'-
. yang semakin sempit yang: mungkm.:

bagi pemenntah Barat maupun non-

Barat. Dan hal ‘ini tentu akan’ me—'_
mmbulkan persaingan, Keharusan
dari ‘kondisi paxsamgan ini* mendo~-
rong penurunan upah dan keamana_n__
kerja, termasuk. di dalamnya adalah
kesejahteraan yang semakin menurun,
Kondisi ini disebur oleh Richard Pélk
sebagal ambruknya ‘demokrasi sosi-
al’.3!

Fallk juga berpandangan bahwa Barat
memang telah benar-benar melaku-
kan dominasi wacana atas HAM.
Menurutnya keadaan ini diperburuk
sampai pada tingkat di mana HAM
di Barat menjadi semacam tawanan
berbahaya dari sebuah wacana HAM
yang tidak baik (ousmode) dan swa-
rusak (self-destructive) 32 Bahkan se-

30 Jack Donnelly, Op.Cir., hlm. 109.

31 Richard Falk, “HAM dan Pola-Pola Do-
minas: di Barat: Cara Pandang yang Ke-
liru dan Prakeek yang Kacau”, dalam Can-
dra Muzaffar, (etal.}, Op.Cir, hlm. 45.

32 hid, hlm. 46.




| dengan.: anciangan adan‘ya relatmsme

: ._Saln}ra Ia mengukur va.hditas sebuah

proposm konsep dari: besar—kecﬁnya :

‘kontribusi yang disumbangkan untuk
menegakkan HAM Dengan melan-
' dasg_an bahwa Ba,rat—lah selama ‘ini
yang telah berkonmbum besar untuk
menegakkan HAM, ia rnenganggap

tmcfe—recom’ Asia-atau negara-negara

- non- Barat lainnya terhadap  HAM
tidak: pernah baik, minimal tidak
sebaik: yang telah dllakukan oleh
Barat RES L :

Ia juga-m'engangkat sebuah pandangan
dikotomis mengenai Cultural Relativ-
ism. Ta menyimplifikasikan berbagai
pandangan tentang HAM dalam se-

buah Klasifikasi kecil adanya ekslu-
sivitas budaya. Salah satu penyebab

33 Disarikan pada pembahasan Donnelly
mengenai Culrural Relativism dalam kon-
septualisasi terhadap HAM serta pan-
dangan teshadap Asian Values, Jack
Donneily, Op.Cit, hlm. 89-123.

2 ng‘- md anda51 reiaumsmc?

{_Iutama penolakan konsep HAM ala;'ﬁ_"':'_'_._;: :
'i__.i_:Barat adalah karena adanya reiatmsme'_ff e
_:'budaya Sehmgga dari sini fa ‘meng-
:_-'angkat satu terma Iagl yakm fenov:;:.ﬁ v
:'3'___:'_mena tmde—aﬁ dalam pencgakan'}:ﬁ_'f"
HAM: Adanya perbedaan persepsi _'
:';--_'__:'menyebabkan pe:bedaan pnoi‘:tas-_}'_:::'f._ _
Ap '_-"terhadap pcnegakaﬂ HAM. A}mbat«}.;
:f "'nya tmde—oﬁ antara: ?enecrakan hak
sq:ul-pohtxk dan ekonorm sosxal dan

budaya ter; ach

Dengan demlkian, ﬂdak heran apa—_' '
bila kemudian ketidakadilan sistem
semacam ini tidak pernah diakui oleh

Barat. Mereka justru mengangkat isu

peiancgaran hak sipil-politik dalam

agenda utama mereka sebagai peng-
ganti dari dibongkarnya realita sema-
cam ini. Padahal mereka lupa bahwa
pelanggaran seperti halnya menekan
pengusaha kecil dan memperluas fce-
miskinan ‘adalah juga melanggar
HAM, khususnya ‘mengacu pada
UDHR dan Konvenan Internasional
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Rekonseptualisasi: Jukstaposisi-
Hak Sipil-politik; Ekonomi,
sosial, dan budaya

Satu terma yang paling hakiki untuk
melandasi konsep HAM adalah ke-




o : bebacan (freedam) Meiaim tefj_na. ini,
B sebenamya E«:ensep M telah ter-

_':'represemasukan d&ngan netrai dan
-'.mcnyeiuruh Kebebasan yang: akan
'diangkat di sini akan menjadi Vaizd

S -__'kemka subjelf zeiah ‘menerima hak~_
~hak. sebami mdiwdu (ﬂf/m,ozfz évez;@gs)_ _
"'-'yang mencaknp kebebasan secara -

- keseluruhan. Artmya perh_ adanya
periakuan yanw._se_zmba_ng antara pe-
menuhan hak-hak ekoneémi, sosial,

dan budaya dengan hak—hak 51p11 dan
pohnk &

Pada .-bagian sebelumnya telah diba-
has bahwa ternyata bukan saja hak
sipil-politik yang harus menjadi prio-
ritas utama, demikian juga sebalik-
nya, bukan hak ekonomi, sosial, dan
budaya yang harus lebih dikedepan-
kan. Keduanya merupakan suatu
rangkaian unsur yang saling meleng-
kapi dalam mencapai freedom itu
sendiri. Munculnya berbagai pandang-
an yang menganggap proses penegak-
an hak-hak tersebut bersifar anti-
nomis, sebenarnya salah kaprah dan
tidak perlu diperbesar. Dengan meng-
angkart satu prioritas, berarti mene-
kan prioritas lainnya. Itulah pandang-
an antinomis yang perlu dihindarkan.

Yang terpenting dalam konteks ini
adalah membangun sebuah tujuan

: ]UQ;QAL-CSECI . v_;;l. YlMEi-}UI\H 2009+ No: 29 -

HAM écngan memye;kuae. hal s;z?ﬂ» |

. peimk sekahgns mﬂm?eﬁ{uat hak
:_ekonomz sosial, dan budaya, Sebagai—-

mana yang dlungkapkan oleh Amartya )

_ .Sen bahwa kebebasan memiilki mak-

“na ‘yang sangat iuas Dmgan membe~

nkaz&, a{au mimmal membuka sega—- :
Iah memberikan kepada sesc@rang ter-
sebut-hak untuk mencapal @:mba—
ngunannya masing-masing (Amaﬁya
Sen, 1999). HAM memiliki nilaj.in-
strumental. Hal tersebut merupakan
realisasi dari satu hak ke hak lainnya
(hak mendapatkan makanan, ‘hak
untuk bebas berpendapar, hak untuk
mendapatkan pendidikan, dsb.). Hak-
hak ini secara jelas memperluas kebe-
basan manusia dan pembangunan
manusia: Mereka juga dapat dijadikan
sebagai suplemen yang saling meleng-
kapi satu sama lainnya.3* Justru ini-
lah yang scharusnya diperjuangkan
untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya. Siasat ini sekiranya dapat
mengangkat sebuah peran jukstaposist
antara hak yang tertuang dalam
ICCPR dan ICESCR. Kegiatan ma-
syarakat sipil di berbagai daerah di

dunia seharusnya menggunakan hak-

3 UNDP, Righis Empowering People in the
Faght Against Poverty, Loc.Cit., him. 74.




ruang pohnk serta menekan dan me-
nuntut akan hak ekonomi dan sosial -

.masyarakat Dan ketika HAM dij&-— :
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_'hak 31pﬂ~poht1k untuk mempeﬂuas L
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